SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI TAHUN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

. bahwa ketentuan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

Dana Desa Setiap Nagari telah diatur dalam Peraturan Bupati
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran
2020;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan

Menteri  Keuangan  Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional,
bupati/wali kota melakukan penyesuaian penghitungan
rincian Dana Desa setiap Desa, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran
2020;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap NagariTahun Anggaran2020;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3964);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang PariamanNompor 1
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2020;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 4) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

10.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah
Kabupaten Padang Pariaman.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.

Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur
kewilayahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.



11.

12.

13.

14.

15.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari Bendaharan Umum Negara untuk melaksanakan
sebagai fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening
tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh
penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Nagari pada Bank yang ditetapkan.

Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disebut BLT Nagari
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di
Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi
akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 9

Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan

Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

berdasarkan surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari

berstatus Nagari Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
dan

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status

Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dalam Indeks Desa.



3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c ditambahkan 1 (satu) angka
yaitu angka 3, ayat (2) huruf b ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 4, dan
ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Nagari;

2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari Tahun
Anggaran sebelumnya; dan

3. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Nagari.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)
dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan

a. tahap I berupa:
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Nagari;
2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
3. laporan konvergensi percepatan pencegahan stunting tingkat Nagari
Tahun Anggaran sebelumnya; dan
4. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Nagari.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindah
bukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3
dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Nagari, dan wajib disampaikan
pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama
kali.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf
c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap nagari.
Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dan ayat (2)
huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,
uraian, keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh
Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy)
dan/atau dokumen elektronik (softcopy).

Dokumen Elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah
melalui aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipka 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 10A dan
Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 10A

Dalam hal Nagari belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan
dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan
tambahan ketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3
(tiga) bulan; dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing;

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan
Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Nagari;

2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama; dan

3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan III dilaksanakan sesuai ketentuan
dalam pasal 9 ayat 94) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Nagari.

Dalam hal nagari telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan
ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai

ketentuan dalam pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan



penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Nagari.
b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan
ketentuan:

1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3
(tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Nagari;

b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua;

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Nagari.

(3) Dalam hal Nagari telah salur Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap Il dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Nagari.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKN secara bertahap
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1) maupun
penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Nagari, kekurangan pembayaran
BLT nagari dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 10B

(1) Dalam hal Nagari berstatus Nagari mandiri belum salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Dana Desa disalurkan
dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan
tambahan ketentuan:

a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3
(tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing;:

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan
Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Nagari;

2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama; dan

3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT nagari.



(2) Dalam hal Nagari berstatus Nagari mandiri telah salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan
ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan
dalam Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (2); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Nagari;

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan
ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3
(tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Nagari;

b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua;

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Nagari;

c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak
mencukupi untuk mendanai BLT Nagari, Pemerintahan Nagari dapat
mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana
dimaksud dalap Pasal 10 ayat (2).

Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Wali Nagari menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APBNagari;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun
anggaran sebelumnya.



(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APB Nagari;
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap
I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5) Bupati melakukan verifikasi penyaluran kesesuaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi
penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Nagari yang layak
salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyalur Dana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan perubahan
tabel referensi kepada Bupati untuk dilaksanakan pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu
pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam negeri.

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan
Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11A
(1) Dalam hal Nagari belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayar (4), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3
(tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan
Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Nagari;



2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama; dan

3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Nagari.

(2) Dalam hal Nagari telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan
ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap Il dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Nagari:

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan
ketentuan:

1. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3
(tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Nagari;

b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama;
dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua;

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Nagari.

(3) Dalam hal Nagari telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1); dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam han Dana Desa yang telah disalurkan ke RKN secara bertahap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1)
maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Nagari, kekurangan
pembayaran BLT Nagari dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.



PASAL 11B

(1) Dalam hal Nagari berstatus Nagari mandiri belum salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Dana Desa disalurkan
dengan ketentuan:

a.

C.

Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3
(tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan
persyaratan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Nagari;

2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama; dan

3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua

Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan

Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Nagari.

(2) Dalam hal Nagari berstatus Nagari mandiri telah salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5):

a.

Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan
ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan
dalam Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (2); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Nagari

Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan
ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu
3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan
masing-masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Nagari;

b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama;
dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua.

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Nagari; dan



Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak
mencukupi untuk mendanai BLT Nagari, Pemerintah Nagari dapat
mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A),
sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1A)

(2)

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
danpemberdayaan  masyarakat ditujukan untuk  meningkatkan
kesejateraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja
Pemerintah Nagari.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:

a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
dan/atau
b. Jaring pengaman sosial di Nagari.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

8. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A , yang
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasall5A

Jaring pengaman sosial di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat
(1A) huruf b, berupa BLT Nagari kepada keluarga miskin atau tidak
mampu di Nagari sebagai keluarga penerima manfaat.

Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT
nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari
bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Pendataan calon penerima BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dari Kementrian Sosial.

Besaran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima
manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.



(6) BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam
APBNagari paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana desa
yang diterima Desa yang bersangkutan.

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) tidak mencukupi, Wali Nagari dapat menggunakan Dana
Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pandataan, penetapan data
keluarga penerima manfaat BLT Nagari dan pelaksanaan pemberian BLT
Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

(1) Dana Desa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 15 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang
menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBNagari.

10. Ketentuan Pasal 18ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3),
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasall8

(1) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk
pelaksanaan penyaluran BLT Nagari.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementrian
teknis terkait.

11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A, yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak menganggarkan dan tidak
melaksanakan kegiatan BLT Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 15A
ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa
tahap III tahun anggaran berjalan;



(2)

Pemerintah Nagari berstatus Nagari mandiri yang tidak menganggarkan
dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Nagari sebagaimana dimaksud
Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan
pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9

Pasal 24

Wali Nagari melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun
anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKN dengan Bupati paling lambat
minggu kedua bulan Oktober 2020.

Wali Nagari menyetorkan sisa Dana Desa di RKN Tahun Anggaran 2015
sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat
disalurkan ke RKN paling lambat bulan Juli 2020.

Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA
penyaluran Dana Desa dan atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun
2015 sampai dengan 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015
sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKN paling lambat
akhir bulan November 2020.

Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan
Desember 2020.

Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana desa di RKUD
sebagaimana  dimaksud pada  ayat (5), Menteri  Keuangan
memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana
Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.

Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas
nama Menteri Keuangan.

Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 di RKN yang
tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun
Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat
penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2020.

Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya.



13. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27A ,

14.

sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana
Desa Tahun Anggaran 2020:

a. yang telah disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati dan/atau sudah
diajukan ke KPPN;

b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan
penyesuaian/perbaikan dokumem,

penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran
2020 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/
PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Mengubah lampiran [ penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari Tahun
Anggaran 2020 dan menambahkan 1 (satu) lampiran yaitu lampiran II mengenai
format lampiran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan
format laporan pelaksanaan Batuan Langsung tunai Nagari (BLT Nagari) yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di ParitMalintang
pada tanggal 6 Mei 2020
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di ParitMalintang
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENPADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
AGIAN HUKUM

R € Pembing (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI TAHUN

ANGGARAN 2020

DANA DESA
R KECMTAL WG ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI SUMLAR
DASAR AFIRMASI |  KINERJA FORMULA

1 LUBUK ALUNG 1 LUBUK ALUNG 651.999.000 0 144.096.000 432.127.000 1.228.222.000
2 PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 268.272.000 920.271.000

3 PASIE LAWEH LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 308.106.000 960.105.000

4  AIE TAJUN LUBUK ALUNG 651.999.000 0 144.096.000 402.820.000 1.198.915.000

5 SIKABU LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 136.499.000 788.498.000

6 SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 291.892.000 943.891.000

7  SINGGULIANG LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 291.715.000 943.714.000

8 SALIBUTAN LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 219.507.000 871.506.000

9 BALAH HILIA LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 299.573.000 951.572.000

2 BATANG ANAI 10 KATAPIANG 651.999.000 0 0 451.965.000 1.103.964.000
11 KASANG 651.999.000 0 0 326.509.000 978.508.000

12 SUNGAI BULUAH 651.999.000 0 0 289.481.000 941.480.000

13 BUAYAN LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 151.100.000 803.099.000

14 SUNGAI BULUAH TIMUR 651.999.000 | 181.634.000 0 410.437.000 1.244.070.000

15 SUNGAI BULUAH BARAT 651.999.000 0 0 334.464.000 986.463.000

16 SUNGAI BULUAH UTARA 651.999.000 0 0 240.873.000 892.872.000

17 SUNGAI BULUAH SELATAN 651.999.000 | 181.634.000 0 268.971.000 1.102.604.000

3 NAN SABARIS 18 KAPALO KOTO 651.999.000 0 0 87.760.000 739.759.000
19 PAUH KAMBAR 651.999.000 0 0 117.989.000 769.988.000

20 PADANG BINTUNGAN 651.999.000 0 0 134.179.000 786.178.000

21 KURAI TAJI 651.999.000 0 0 215.306.000 867.305.000

22 SUNUA 651.999.000 0 144.096.000 167.324.000 963.419.000

23 g‘l;‘l\?ﬁlj}(}iﬁNDANG PULAU AIE PADANG 651.999.000 0] 0 124.243.000 776.242.000

24 SUNUA TENGAH 651.999.000 0] 0 202.979.000 854.978.000

25 SUNUA BARAT 651.999.000 0 0 227.291.000 879.290.000

26 KURAI TAJI TIMUR 651.999.000 0 0 154.567.000 806.566.000

4 2 X 11 ENAM LINGKUNG 27 SICINCIN 651.999.000 0] 0 285.895.000 937.894.000
28 LUBUK PANDAN 651.999.000 0] 0 166.938.000 818.937.000

29 SUNGAI ASAM 651.999.000 0] 0 206.038.000 858.037.000

5 VII KOTO 30 BALAH AIA 651.999.000 0 144.096.000 183.314.000 979.409.000
31 SUNGAI SARIAK 651.999.000 0 144.096.000 352.500.000 1.148.595.000

32 LURAH AMPALU 651.999.000 0 0 252.193.000 904.192.000

33 LAREH NAN PANJANG 651.999.000 0 0 144.740.000 796.739.000

34 LAREH NAN PANJANG SELATAN 651.999.000 0 0 155.879.000 807.878.000

35 LAREH NAN PANJANG BARAT 651.999.000 0 0 132.805.000 784.804.000

36 BISATI SUNGAI SARIAK 651.999.000 0 0 333.967.000 985.966.000

37 AMBUANG KAPUA SUNGAI SARIAK 651.999.000 0 0 186.931.000 838.930.000

38 LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK 651.999.000 0 144.096.000 164.354.000 960.449.000

39 LIMPATO SUNGAI SARIAK 651.999.000 0 0 282.774.000 934.773.000

40 BALAH AIE UTARA 651.999.000 0 0 192.118.000 844.117.000

41 BALAH AIE TIMUR 651.999.000 0 0 216.160.000 868.159.000

6 V KOTO KAMPUNG DALAM 42 CAMPAGO 651.999.000 0 0 267.256.000 919.255.000
43 SIKUCUR 651.999.000 0 0 367.759.000 1.019.758.000

44 CAMPAGO BARAT 651.999.000 0 0 318.770.000 970.769.000

45 CAMPAGO SELATAN 651.999.000 0 0 295.188.000 947.187.000

46 SIKUCUA UTARA 651.999.000 0 0 189.574.000 841.573.000

47 SIKUCUA TIMUR 651.999.000 0 0 289.031.000 941.030.000

48 SIKUCUA TENGAH 651.999.000 0 0 232.769.000 884.768.000

49 SIKUCUA BARAT 651.999.000 0 0 260.324.000 912.323.000

7 SUNGAI GARINGGIANG 50 KURANJI HULU 651.999.000 0 0 491.120.000 1.143.119.000
51 MALAI III KOTO 651.999.000 0 0 228.157.000 880.156.000

52 BATU GADANG KURANJI HULU 651.999.000 0 0 322.948.000 974.947.000

53 SUNGAI SIRAH KURANJI HULU 651.999.000 0 0 667.572.000 1.319.571.000




DANA DESA

N FCARUATVRR RAGAR ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI JUMLAH
DASAR AFIRMASI |  KINERJA FORMULA
8 SUNGAI LIMAU 54 KURANJI HILIR 651.999.000 0 0 369.967.000 1.021.966.000
55 PILUBANG 651.999.000 0 0 602.812.000 1.254.811.000
56 GUGUAK KURANJI HILIR 651.999.000 0 0 197.256.000 849.255.000
57 KOTO TINGGI KURANJI HILIR 651.999.000 0 0 188.541.000 840.540.000
9 IV KOTO AUR MALINTANG 58 III KOTO AUR MALINTANG 651.999.000 0 0 313.029.000 965.028.000
59 III KOTO AUR MALINTANG UTARA 651.999.000 0] 0 250.668.000 902.667.000
60 III KOTO AUR MALINTANG TIMUR 651.999.000 0 0 267.890.000 919.889.000
61 III KOTO AUR MALINTANG SELATAN 651.999.000 0 0 571.978.000 1.223.977.000
62 BALAI BAIAK MALAI III KOTO 651.999.000 0 0 298.884.000 950.883.000
10 |ULAKAN TAPAKIH 63 TAPAKIH 651.999.000 0 0 285.936.000 937.935.000
64 ULAKAN 651.999.000 0 0 462.149.000 1.114.148.000
65 PADANG TOBOH ULAKAN 651.999.000 0 0 241.856.000 893.855.000
66 SUNGAI GIMBA ULAKAN 651.999.000 0 0 242.329.000 894.328.000
67 SEULAYAT ULAKAN 651.999.000 0 0 226.260.000 878.259.000
68 MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN 651.999.000 0 0 465.559.000 1.117.558.000
69 SANDI ULAKAN 651.999.000 0 0 246.181.000 898.180.000
70 KAMPUANG GELAPUANG ULAKAN 651.999.000 0 0 201.517.000 853.516.000
11 |SINTUAK TOBOH GADANG 71 SINTUAK 651.999.000 0 144.096.000 290.146.000 1.086.241.000
72 TOBOH GADANG 651.999.000 0 0 316.723.000 968.722.000
73 TOBOH GADANG SELATAN 651.999.000 0 0 278.290.000 930.289.000
74 TOBOH GADANG BARAT 651.999.000 0 0 257.098.000 909.097.000
75 TOBOH GADANG TIMUR 651.999.000 0 0 216.748.000 868.747.000
12 |PADANG SAGO 76 KOTO BARU 651.999.000 0 0 166.023.000 818.022.000
77 KOTO DALAM 651.999.000 0 0 243.085.000 895.084.000
78 BATU KALANG 651.999.000 0 0 123.842.000 775.841.000
79 KOTO DALAM BARAT 651.999.000 0 0 222.234.000 874.233.000
80 KOTO DALAM SELATAN 651.999.000 0 0 163.009.000 815.008.000
81 BATU KALANG UTARA 651.999.000 0 0 145.547.000 797.546.000
13 |BATANG GASAN 82 MALAI V SUKU 651.999.000 0 144.096.000 476.716.000 1.272.811.000
83 GASAN GADANG 651.999.000 0 0 478.090.000 1.130.089.000
84 MALAI V SUKU TIMUR 651.999.000 0 0 250.544.000 902.543.000
14 |V KOTO TIMUR 85 KUDU GANTING 651.999.000 0 0 205.546.000 857.545.000
86 LIMAU PURUIK 651.999.000 0 0 182.233.000 834.232.000
87 GUNUNG PADANG ALAI 651.999.000 0 0 443.439.000 1.095.438.000
88 KUDU GANTIANG BARAT 651.999.000 0 144.096.000 197.209.000 993.304.000
15 |2 X 11 KAYU TANAM 89 KAYU TANAM 651.999.000 0 0 179.231.000 831.230.000
90 GUGUAK 651.999.000 0 144.096.000 428.225.000 1.224.320.000
91 ANDURIANG 651.999.000 0 0 407.826.000 1.059.825.000
92 KAPALO HILALANG 651.999.000 0 0 274.311.000 926.310.000
16 |PATAMUAN 93 SUNGAI DURIAN 651.999.000 0 0 196.373.000 848.372.000
94 TANDIKEK 651.999.000 0 0 328.018.000 980.017.000
95 TANDIKEK UTARA 651.999.000 0 0 213.262.000 865.261.000
96 TANDIKEK SELATAN 651.999.000 0 0 360.886.000 1.012.885.000
97 TANDIKEK BARAT 651.999.000 | 181.634.000 0 380.552.000 1.214.185.000
98 mh;d};i?ﬂl\éGS?]\?égfgngggo 651.999.000 0 0 232.126.000 884.125.000
17 |ENAM LINGKUNG 99 PAKANDANGAN 651.999.000 0 0 130.223.000 782.222.000
100 KOTO TINGGI 651.999.000 0 0 179.678.000 831.677.000
101 TOBOH KETEK 651.999.000 0 0 155.341.000 807.340.000
102 PARIT MALINTANG 651.999.000 0 0 195.363.000 847.362.000
103 GADUR 651.999.000 0 0 113.885.000 765.884.000
67.155.897.000 | 544.902.000 1.440.960.000 27.607.657.000 96.749.416.000

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG
PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

A. Format Laporan Realisasi Laporan Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

Pagu Desa Rp.

Rekening

URAIAN
KELUARAN

VOLUME
KELUARAN

PENGADAAN

ANGGARAN

REALISASI

Rp.

Rp.

Rp.

% CAPAIAN
KELUARAN

TENAGA
KERJA

DURASI

UPAH

BLT

Orang

Hari

Rp

Rp

8=6-7 9 10 11 12 13 14 15

PENDAPATAN

2 TRANSFER

DANA DESA

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA

1 BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

SUB BIDANG .....

KEGIATAN ......

1 |1]02 dst.....




B. Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Nagari (BLT Nagari)

Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Nagari (BLT Nagari)

Kabupaten Padang Pariaman

........................... Kecamatan ......cccovvviiiiiiiiiiiiiiiinn,

NO

NIK

NAMA KEPALA KELUARGA /

YANG MEWAKILI

JUMLAH PENERIMAAN

TANGGAL PENERIMAAN

TANDA TANGAN/
CAP JEMPOL

3

'l

5

6

—

O 0 ~N| O ] s W W

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Nagari

Mengetahui
Wali Nagari

Yang Membayar
Kaur / Kasi

BUPATI PADANG PARIAMAN

dto

ALI MUKHNI




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI TAHUN

ANGGARAN 2020

DANA DESA
R KECMTAL WG ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI SUMLAR
DASAR AFIRMASI |  KINERJA FORMULA

1 LUBUK ALUNG 1 LUBUK ALUNG 651.999.000 0 144.096.000 432.127.000 1.228.222.000
2 PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 268.272.000 920.271.000

3 PASIE LAWEH LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 308.106.000 960.105.000

4  AIE TAJUN LUBUK ALUNG 651.999.000 0 144.096.000 402.820.000 1.198.915.000

5 SIKABU LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 136.499.000 788.498.000

6 SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 291.892.000 943.891.000

7  SINGGULIANG LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 291.715.000 943.714.000

8 SALIBUTAN LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 219.507.000 871.506.000

9 BALAH HILIA LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 299.573.000 951.572.000

2 BATANG ANAI 10 KATAPIANG 651.999.000 0 0 451.965.000 1.103.964.000
11 KASANG 651.999.000 0 0 326.509.000 978.508.000

12 SUNGAI BULUAH 651.999.000 0 0 289.481.000 941.480.000

13 BUAYAN LUBUK ALUNG 651.999.000 0 0 151.100.000 803.099.000

14 SUNGAI BULUAH TIMUR 651.999.000 | 181.634.000 0 410.437.000 1.244.070.000

15 SUNGAI BULUAH BARAT 651.999.000 0 0 334.464.000 986.463.000

16 SUNGAI BULUAH UTARA 651.999.000 0 0 240.873.000 892.872.000

17 SUNGAI BULUAH SELATAN 651.999.000 | 181.634.000 0 268.971.000 1.102.604.000

3 NAN SABARIS 18 KAPALO KOTO 651.999.000 0 0 87.760.000 739.759.000
19 PAUH KAMBAR 651.999.000 0 0 117.989.000 769.988.000

20 PADANG BINTUNGAN 651.999.000 0 0 134.179.000 786.178.000

21 KURAI TAJI 651.999.000 0 0 215.306.000 867.305.000

22 SUNUA 651.999.000 0 144.096.000 167.324.000 963.419.000

23 g‘l;‘l\?ﬁlj}(}iﬁNDANG PULAU AIE PADANG 651.999.000 0] 0 124.243.000 776.242.000

24 SUNUA TENGAH 651.999.000 0] 0 202.979.000 854.978.000

25 SUNUA BARAT 651.999.000 0 0 227.291.000 879.290.000

26 KURAI TAJI TIMUR 651.999.000 0 0 154.567.000 806.566.000

4 2 X 11 ENAM LINGKUNG 27 SICINCIN 651.999.000 0] 0 285.895.000 937.894.000
28 LUBUK PANDAN 651.999.000 0] 0 166.938.000 818.937.000

29 SUNGAI ASAM 651.999.000 0] 0 206.038.000 858.037.000

5 VII KOTO 30 BALAH AIA 651.999.000 0 144.096.000 183.314.000 979.409.000
31 SUNGAI SARIAK 651.999.000 0 144.096.000 352.500.000 1.148.595.000

32 LURAH AMPALU 651.999.000 0 0 252.193.000 904.192.000

33 LAREH NAN PANJANG 651.999.000 0 0 144.740.000 796.739.000

34 LAREH NAN PANJANG SELATAN 651.999.000 0 0 155.879.000 807.878.000

35 LAREH NAN PANJANG BARAT 651.999.000 0 0 132.805.000 784.804.000

36 BISATI SUNGAI SARIAK 651.999.000 0 0 333.967.000 985.966.000

37 AMBUANG KAPUA SUNGAI SARIAK 651.999.000 0 0 186.931.000 838.930.000

38 LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK 651.999.000 0 144.096.000 164.354.000 960.449.000

39 LIMPATO SUNGAI SARIAK 651.999.000 0 0 282.774.000 934.773.000

40 BALAH AIE UTARA 651.999.000 0 0 192.118.000 844.117.000

41 BALAH AIE TIMUR 651.999.000 0 0 216.160.000 868.159.000

6 V KOTO KAMPUNG DALAM 42 CAMPAGO 651.999.000 0 0 267.256.000 919.255.000
43 SIKUCUR 651.999.000 0 0 367.759.000 1.019.758.000

44 CAMPAGO BARAT 651.999.000 0 0 318.770.000 970.769.000

45 CAMPAGO SELATAN 651.999.000 0 0 295.188.000 947.187.000

46 SIKUCUA UTARA 651.999.000 0 0 189.574.000 841.573.000

47 SIKUCUA TIMUR 651.999.000 0 0 289.031.000 941.030.000

48 SIKUCUA TENGAH 651.999.000 0 0 232.769.000 884.768.000

49 SIKUCUA BARAT 651.999.000 0 0 260.324.000 912.323.000

7 SUNGAI GARINGGIANG 50 KURANJI HULU 651.999.000 0 0 491.120.000 1.143.119.000
51 MALAI III KOTO 651.999.000 0 0 228.157.000 880.156.000

52 BATU GADANG KURANJI HULU 651.999.000 0 0 322.948.000 974.947.000

53 SUNGAI SIRAH KURANJI HULU 651.999.000 0 0 667.572.000 1.319.571.000




DANA DESA

N FCARUATVRR RAGAR ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI JUMLAH
DASAR AFIRMASI |  KINERJA FORMULA
8 SUNGAI LIMAU 54 KURANJI HILIR 651.999.000 0 0 369.967.000 1.021.966.000
55 PILUBANG 651.999.000 0 0 602.812.000 1.254.811.000
56 GUGUAK KURANJI HILIR 651.999.000 0 0 197.256.000 849.255.000
57 KOTO TINGGI KURANJI HILIR 651.999.000 0 0 188.541.000 840.540.000
9 IV KOTO AUR MALINTANG 58 III KOTO AUR MALINTANG 651.999.000 0 0 313.029.000 965.028.000
59 III KOTO AUR MALINTANG UTARA 651.999.000 0] 0 250.668.000 902.667.000
60 III KOTO AUR MALINTANG TIMUR 651.999.000 0 0 267.890.000 919.889.000
61 III KOTO AUR MALINTANG SELATAN 651.999.000 0 0 571.978.000 1.223.977.000
62 BALAI BAIAK MALAI III KOTO 651.999.000 0 0 298.884.000 950.883.000
10 |ULAKAN TAPAKIH 63 TAPAKIH 651.999.000 0 0 285.936.000 937.935.000
64 ULAKAN 651.999.000 0 0 462.149.000 1.114.148.000
65 PADANG TOBOH ULAKAN 651.999.000 0 0 241.856.000 893.855.000
66 SUNGAI GIMBA ULAKAN 651.999.000 0 0 242.329.000 894.328.000
67 SEULAYAT ULAKAN 651.999.000 0 0 226.260.000 878.259.000
68 MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN 651.999.000 0 0 465.559.000 1.117.558.000
69 SANDI ULAKAN 651.999.000 0 0 246.181.000 898.180.000
70 KAMPUANG GELAPUANG ULAKAN 651.999.000 0 0 201.517.000 853.516.000
11 |SINTUAK TOBOH GADANG 71 SINTUAK 651.999.000 0 144.096.000 290.146.000 1.086.241.000
72 TOBOH GADANG 651.999.000 0 0 316.723.000 968.722.000
73 TOBOH GADANG SELATAN 651.999.000 0 0 278.290.000 930.289.000
74 TOBOH GADANG BARAT 651.999.000 0 0 257.098.000 909.097.000
75 TOBOH GADANG TIMUR 651.999.000 0 0 216.748.000 868.747.000
12 |PADANG SAGO 76 KOTO BARU 651.999.000 0 0 166.023.000 818.022.000
77 KOTO DALAM 651.999.000 0 0 243.085.000 895.084.000
78 BATU KALANG 651.999.000 0 0 123.842.000 775.841.000
79 KOTO DALAM BARAT 651.999.000 0 0 222.234.000 874.233.000
80 KOTO DALAM SELATAN 651.999.000 0 0 163.009.000 815.008.000
81 BATU KALANG UTARA 651.999.000 0 0 145.547.000 797.546.000
13 |BATANG GASAN 82 MALAI V SUKU 651.999.000 0 144.096.000 476.716.000 1.272.811.000
83 GASAN GADANG 651.999.000 0 0 478.090.000 1.130.089.000
84 MALAI V SUKU TIMUR 651.999.000 0 0 250.544.000 902.543.000
14 |V KOTO TIMUR 85 KUDU GANTING 651.999.000 0 0 205.546.000 857.545.000
86 LIMAU PURUIK 651.999.000 0 0 182.233.000 834.232.000
87 GUNUNG PADANG ALAI 651.999.000 0 0 443.439.000 1.095.438.000
88 KUDU GANTIANG BARAT 651.999.000 0 144.096.000 197.209.000 993.304.000
15 |2 X 11 KAYU TANAM 89 KAYU TANAM 651.999.000 0 0 179.231.000 831.230.000
90 GUGUAK 651.999.000 0 144.096.000 428.225.000 1.224.320.000
91 ANDURIANG 651.999.000 0 0 407.826.000 1.059.825.000
92 KAPALO HILALANG 651.999.000 0 0 274.311.000 926.310.000
16 |PATAMUAN 93 SUNGAI DURIAN 651.999.000 0 0 196.373.000 848.372.000
94 TANDIKEK 651.999.000 0 0 328.018.000 980.017.000
95 TANDIKEK UTARA 651.999.000 0 0 213.262.000 865.261.000
96 TANDIKEK SELATAN 651.999.000 0 0 360.886.000 1.012.885.000
97 TANDIKEK BARAT 651.999.000 | 181.634.000 0 380.552.000 1.214.185.000
98 mh;d};i?ﬂl\éGS?]\?égfgngggo 651.999.000 0 0 232.126.000 884.125.000
17 |ENAM LINGKUNG 99 PAKANDANGAN 651.999.000 0 0 130.223.000 782.222.000
100 KOTO TINGGI 651.999.000 0 0 179.678.000 831.677.000
101 TOBOH KETEK 651.999.000 0 0 155.341.000 807.340.000
102 PARIT MALINTANG 651.999.000 0 0 195.363.000 847.362.000
103 GADUR 651.999.000 0 0 113.885.000 765.884.000
67.155.897.000 | 544.902.000 1.440.960.000 27.607.657.000 96.749.416.000

Salinan sesuai dengan aslinya
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